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Abstract. Based on research conducted using normative and empirical juridical methods at Class I and IIA 

Correctional Institutions in Bandar Lampung, the implementation of wage rights for inmates participating in 

independence development programs as mandated by Law No. 22 of 2022 and Government Regulation No. 32 of 

1999 shows that the wage distribution mechanism (50% incentive for inmates, 35% for development funds, and 

15% to the state treasury) has been executed through collective labor agreements and an integrated bookkeeping 

system. The results indicate that over 70% of inmates actively participate in productive activities such as carpentry 

and handicrafts, with an average wage increase of 15% within one year due to innovations in waste-based craft 

products. However, productivity varies between activities (85% of target in woodworking versus 60% in sewing) 

due to raw material constraints, and wage disbursement is delayed by an average of 10 working days because of 

manual verification procedures and report synchronization. To optimize this system, it is recommended to 

increase the number of coaching and administrative staff, improve production facilities, digitize bookkeeping and 

inmate savings accounts, and diversify programs according to local market needs.. 
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Abstrak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif dan empiris di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas I dan IIA Bandar Lampung, penerapan hak upah warga binaan atas pembinaan kemandirian 

sebagai implementasi UU No. 22/2022 dan PP No. 32/1999 menunjukkan bahwa mekanisme pemberian upah 

(50% insentif narapidana, 35% dana pembinaan, 15% kas negara) telah dijalankan melalui perjanjian kerja 

kolektif dan sistem pembukuan terintegrasi, dengan hasil partisipasi >70% warga binaan dalam kegiatan produktif 

seperti pertukangan dan kerajinan, serta peningkatan upah rata-rata 15% dalam setahun berkat inovasi produk 

berbasis limbah. Namun, ditemukan variasi produktivitas antarkegiatan (kayu 85% target vs. menjahit 60%) akibat 

kendala bahan baku, serta keterlambatan penyaluran upah rata-rata 10 hari kerja karena prosedur verifikasi manual 

dan sinkronisasi laporan. Untuk optimalisasi, disarankan penambahan petugas pembinaan/administrasi, 

peningkatan fasilitas produksi, digitalisasi pembukuan dan tabungan, serta diversifikasi program sesuai kebutuhan 

pasar lokal. 

 

Kata kunci: Hak Upah, Warga Binaan, Pembinaan Kemandirian, Lembaga  Pemasyarakatan 

 

1. LATAR BELAKANG 

Pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan salah satu upaya 

strategis dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang bertujuan untuk mempersiapkan 

narapidana agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi setelah menjalani masa pidana. 

Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada warga 

binaan untuk bekerja dan mendapatkan upah atas hasil kerja mereka. Pemberian hak upah ini 

tidak hanya sebagai bentuk penghargaan atas kerja, tetapi juga sebagai sarana untuk 

meningkatkan motivasi dan keterampilan warga binaan sehingga dapat mempercepat proses 

reintegrasi ke masyarakat. 
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Secara yuridis, hak upah bagi warga binaan telah diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, serta Keputusan Menteri 

Kehakiman yang mengatur proporsi pembagian upah, yakni 50% untuk insentif karya warga 

binaan, 35% untuk dana pembinaan, dan 15% disetor ke kas negara. Regulasi ini menjadi 

landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian berbasis pekerjaan di 

lembaga pemasyarakatan. 

Namun demikian, pelaksanaan hak upah di lapangan masih menghadapi berbagai 

kendala yang mempengaruhi efektivitas pemberian upah tersebut. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa kendala seperti keterbatasan bahan baku, variasi produktivitas antar unit 

kerja, serta prosedur administrasi yang masih manual dan kurang efisien menyebabkan 

keterlambatan penyaluran upah kepada warga binaan. Selain itu, kurangnya fasilitas produksi 

dan tenaga pembinaan juga menjadi hambatan dalam optimalisasi program pembinaan 

kemandirian. 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I dan IIA Bandar Lampung, penerapan hak upah bagi 

warga binaan yang mengikuti program pembinaan kemandirian telah dijalankan dengan 

mekanisme perjanjian kerja kolektif dan sistem pembukuan terintegrasi. Partisipasi warga 

binaan dalam kegiatan produktif seperti pertukangan dan kerajinan cukup tinggi, dengan 

peningkatan upah rata-rata yang menggembirakan. Namun, masih diperlukan upaya perbaikan 

dalam hal digitalisasi administrasi, penambahan petugas pembinaan, serta diversifikasi 

program agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. 

Sepuluh Pokok Pemasyarakatan (Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 

M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Pemasyarakatan) dirumuskan 

pada saat diselenggarakan Konferensi Pelayanan Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di 

Lembang , Bandung pada tanggal 27 April 1964:   

a. Sebagai tujuan, melindungi, membatasi, atau membatasi mereka, dan memberikan bekal 

hidup bagi mereka agar masyarakat dapat memenuhi fungsinya sebagai warga negara 

yang baik dan berharga.  

b. Tidak ada penuntutan pidana yang dilakukan sebagai pembalasan atas pelanggaran yang 

dilakukan oleh atau terhadap narapidana.  

c. Ini bukan tentang mereka ketika mereka memberi nasihat. 

d. Mereka tidak memiliki hak istimewa yang membuat mereka lebih buruk atau lebih buruk 

daripada sebelum mereka dihukum, menurut negara bagian. 
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e. Anak-anak tidak boleh dikucilkan dari masyarakat sampai mereka kehilangan (dibatasi) 

kebebasan yang melekat pada diri mereka.  

f. Pekerjaan yang diberikan kepada siswa dan siswa tidak boleh digunakan sebagai cara 

untuk menghabiskan waktu. 

g. Nasehat dan arahan aparat penegak hukum, yang kemudian akan disampaikan kepada 

mahasiswa, harus didasarkan pada ideologi negara Indonesia yang harus berlandaskan 

Pancasila.  

h. Pelajar di Lapas adalah seperti pasien sakit yang perlu dirawat agar mereka mengerti 

bagaimana kegiatan ilegal mereka sebelumnya telah merugikan diri mereka sendiri, 

lingkungan, dan lingkungan, dan kemudian mereka dapat dibina/dibimbing ke jalan yang 

benar.  

i. Hanya batasan waktu berupa hukuman yang dikenakan kepada narapidana dan murid.  

j. Aparat penegak hukum akan memberikan bimbingan dan kegiatan kepada siswa, serta 

fasilitas yang sesuai, sesuai dengan aturan dan peraturan yang mengatur mereka. 

Menurut Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 

tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara 

untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu 

pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan . Sebagai 

landasan tugas dan fungsi dari petugas pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang didalamnya juga mengatur tentang hak-hak 

narapidana yaitu yang terdapat pada Pasal 7  huruf a sampai k yang harus dipenuhi tanpa 

mengenal latar belakang kasus/pelanggaran pidananya. Syarat dan tata cara pemberian hak 

tersebut pun diatur dengan peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 

2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 

Berdasarkan iuaraian idi iatas, imaka ijelas ibahwa iperaturan iperundang-undangan 

imelindungi idan imemberikan ihak-hak ikepada iNarapidana ikhususnya ihak-hak iNarapidana iuntuk 

imendapatkan iupah idi iLembaga iPemasyarakatan. iPeraturan iPemerintahan iNomor i32 iTahun 

i1999 itentang iSyarat idan iTata iCara iPelaksanaan iHak iWarga iBinaan iPemasyarakatan imengatur 

imengenai itata icara ipemberian iupah ibagi iNarapidana, iseperti iyang itertulis idalam iPasal i29 iAyat 

i(1) iMenyatakan i“setiap iNarapidana iyang ibekerja iberhak imendapatkan iupah”. i i 

Pengaturan itentang ipembagian iupah iyang ididapat iwarga ibinaan idi iLembaga 

iPemasyarakatan idiatur idengan iKeputusan iMenteri iKehakiman iRepublik iIndonesia iNomor: 

iM.01-PP.02.01 iTahun i1990 itentang iDana iPenunjang iPembinaan iNarapidana idan iInsentif iKarya 
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iNarapidana idalam iPasal i5 imerumuskan: i50% isebagai iinsentif ikarya inarapidana, i35% isebagai 

idana ipenunjang ipembinaan inarapidana, idan15% idisetor ike iKantor iKas iNegara. 

Oleh ikarena iitu, ipenelitian iini ipenting idilakukan iuntuk imengetahui isecara imendalam 

ibagaimana ipenerapan ihak iupah iwarga ibinaan iatas ipembinaan ikemandirian idi iLapas iKelas iI idan 

iIIA iBandar iLampung iserta imengidentifikasi ifaktor-faktor ipenghambat iyang imempengaruhi 

ipelaksanaan ipemenuhan ihak itersebut. iHasil ipenelitian idiharapkan idapat imemberikan 

irekomendasi iyang ikonstruktif ibagi ilembaga ipemasyarakatan idalam imeningkatkan ikualitas 

ipembinaan idan ipemenuhan ihak iwarga ibinaan isecara ioptimal. 

 

2. KAJIAN iTEORITIS 

Kerangka iteoritis imerupakan ilandasan ipenting idalam ipenelitian ihukum iyang 

berfungsi isebagai iacuan iuntuk imemahami idan imenganalisis ipermasalahan iyang iditeliti. 

iMenurut iSoerjono iSoekanto, ikerangka iteoritis iadalah iserangkaian iabstraksi ihasil 

ipemikiran iatau ikerangka iacuan iyang irelevan iuntuk ipelaksanaan isuatu ipenelitian iilmiah, 

ikhususnya idalam ibidang ihukum. iKerangka iini imembantu ipeneliti iuntuk imemperjelas 

ikonsep idan iteori iyang idigunakan iagar ipenelitian imemiliki ifokus idan iarah iyang ijelas. 

iDalam ipenelitian iini, ikerangka iteori iyang idigunakan imencakup idasar ihukum ihak-hak 

iwarga ibinaan iserta iteori ifaktor iyang imempengaruhi ipenegakan ihukum. 

Dasar ihukum ihak-hak iwarga ibinaan idiatur isecara ijelas idalam iUndang-Undang 

iNomor i22 iTahun i2022 itentang iPemasyarakatan. iPasal i9 iUU itersebut imenyatakan 

iberbagai ihak iyang iharus idipenuhi ibagi inarapidana, itermasuk ihak imenjalankan iibadah, 

imendapatkan iperawatan ijasmani idan irohani, ipendidikan, ipelayanan ikesehatan, iserta ihak 

iatas iupah iatau ipremi ihasil ikerja. iSelain iitu, itata icara idan iproporsi ipembagian iupah 

idiatur idalam iPeraturan iPemerintah iNomor i32 iTahun i1999 idan iKeputusan iMenteri 

iKehakiman iRepublik iIndonesia iNomor iM.01-PP.02.01 iTahun i1990, iyang imenetapkan 

ipembagian iupah idengan iproporsi i50% iuntuk iinsentif inarapidana, i35% idana ipembinaan, 

idan i15% ikas inegara. 

Selain iaspek ihukum, iefektivitas ipelaksanaan ihak iupah ijuga idipengaruhi ioleh 

iberbagai ifaktor iyang idijelaskan idalam iteori ifaktor iyang imempengaruhi ipenegakan 

ihukum ioleh iSoerjono iSoekanto. iFaktor ihukum imencakup ikualitas idan ikejelasan 

iperaturan iyang iada, ikarena ihukum iyang ibaik idan ijelas ilebih imudah iditerapkan idan 

idipatuhi. iFaktor ipenegak ihukum imeliputi iintegritas idan iprofesionalisme iaparat iseperti 

ipolisi, ijaksa, idan ihakim iyang iberperan ipenting idalam imenegakkan ihukum isecara 

iefektif. 
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Faktor isarana idan iprasarana ijuga imenjadi ipenentu ikeberhasilan ipenegakan ihukum, 

itermasuk iketersediaan ifasilitas, iteknologi, idan iinfrastruktur iyang imemadai iuntuk 

imendukung iproses ihukum. iSelain iitu, ifaktor imasyarakat iyang imencakup ikesadaran 

ihukum idan ipartisipasi iaktif imasyarakat isangat imemengaruhi ibagaimana ihukum 

idijalankan idan iditaati. iMasyarakat iyang imemiliki ikesadaran ihukum itinggi icenderung 

imendukung ipenegakan ihukum iyang iadil idan iefektif. 

Terakhir, ifaktor ikebudayaan ijuga imemegang iperanan ipenting idalam ipenegakan 

ihukum. iNilai-nilai idan inorma iyang iberlaku idalam imasyarakat idapat imemperkuat iatau 

imelemahkan ipenerimaan idan ipelaksanaan ihukum. iBudaya iyang imenghargai isupremasi 

ihukum iakan imemperkuat ipenegakan ihukum, isedangkan ibudaya iyang ikurang 

imendukung idapat imenjadi ihambatan. iDengan imemahami iberbagai ifaktor iini, ipenelitian 

idapat imenganalisis isecara ikomprehensif ipenerapan ihak iupah iwarga ibinaan idan itantangan 

iyang idihadapi idalam ipelaksanaannya. 

 

3. METODE iPENELITIAN 

Pendekatan imasalah idalam ipenelitian ihukum imerupakan ilangkah ipenting iuntuk 

imemahami ifenomena ihukum isecara isistematis idan iterarah. iMenurut iSoerjono iSoekanto, 

ipenelitian ihukum iadalah ikegiatan iilmiah iyang imenggunakan imetode isistematis idan ipemikiran 

itertentu iuntuk imenganalisis ifenomena ihukum. iDalam ipenelitian iini, idigunakan idua ipendekatan 

iutama, iyaitu ipendekatan iyuridis inormatif idan iyuridis iempiris. iPendekatan iyuridis inormatif 

imenitikberatkan ipada ikajian iterhadap ikaidah-kaidah ihukum iyang iberlaku imelalui istudi iliteratur 

idan iperaturan iperundang-undangan iterkait ipenerapan ihak iupah iwarga ibinaan idalam ipembinaan 

ikemandirian idi iLapas iKelas iI idan iIIA iBandar iLampung. iSedangkan ipendekatan iyuridis iempiris 

idilakukan idengan imenggali idata ilangsung idari ilapangan imelalui iwawancara idan iobservasi 

iuntuk imemperoleh igambaran inyata itentang ipelaksanaan ihak iupah itersebut. 

Sumber idata idalam ipenelitian iini iterdiri idari idata iprimer idan isekunder. iData iprimer 

idiperoleh ilangsung idari inarasumber idi iLembaga iPemasyarakatan iKelas iI idan iIIA iBandar 

iLampung, iseperti ikepala ibidang ikegiatan ikerja idan ikepala iseksi ikegiatan ikerja, iserta idosen 

ihukum ipidana idari iUniversitas iLampung. iSedangkan idata isekunder idiperoleh imelalui istudi 

ikepustakaan iyang imencakup ibahan ihukum iprimer iseperti iUndang-Undang iNomor i22 iTahun 

i2022 itentang iPemasyarakatan, ibahan ihukum isekunder iberupa iperaturan ipemerintah, ikeputusan 

imenteri, iserta iliteratur idan ikarya iilmiah iyang irelevan. iSelain iitu, ibahan ihukum itersier iseperti 

ikamus ihukum idan isumber idaring ijuga idigunakan iuntuk imenunjang ianalisis. 
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Metode ipengumpulan idata idilakukan imelalui istudi ikepustakaan idan istudi ilapangan. iStudi 

ikepustakaan ibertujuan imengumpulkan idata idari idokumen idan iliteratur iyang iberkaitan idengan 

ihak iupah iwarga ibinaan, isedangkan istudi ilapangan idilakukan idengan iwawancara ilangsung 

ikepada inarasumber iuntuk imemperoleh idata iprimer. iSetelah idata iterkumpul, idilakukan 

ipengolahan imelalui iidentifikasi, iklasifikasi, idan isistematisasi iagar idata idapat idianalisis isecara 

iefektif. iAnalisis idata iyang idigunakan ibersifat ikualitatif idengan ipendekatan ideduktif, iyaitu 

imenarik ikesimpulan ikhusus idari idata iumum iyang idiperoleh, isehingga ihasil ipenelitian idapat 

imenggambarkan irealitas ipelaksanaan ihak iupah iwarga ibinaan isecara iakurat idan ididukung ioleh 

iteori iserta ikerangka ihukum iyang irelevan. 

 

4. HASIL iDAN iPEMBAHASAN i 

Penerapan iHak iUpah iWarga iBinaan iatas iprogram iKemandirian idalam iLembaga 

iPemasyarakatan 

Kejahatan iDasar ihukum ihak iupah ibagi iwarga ibinaan idiatur isecara ijelas idalam iUndang-

Undang iNomor i22 iTahun i2022 itentang iPemasyarakatan. iDalam iundang-undang iini, ikhususnya 

ipada iPasal i7 idan iPasal i9, idijelaskan iberbagai ihak inarapidana iyang iharus idipenuhi, itermasuk ihak 

iatas iupah iatau ipremi ihasil ikerja. iHak iupah iini imerupakan ibagian idari ipemenuhan ihak iasasi 

imanusia, itanpa imemandang ilatar ibelakang ikasus iatau ipelanggaran ipidana iyang idilakukan ioleh 

iwarga ibinaan. iDengan iadanya idasar ihukum iini, inegara iberkomitmen iuntuk imemberikan 

iperlakuan iyang imanusiawi idan iadil ikepada isetiap iwarga ibinaan. 

Pemberian iupah ikepada iwarga ibinaan ibukan ihanya isekadar ikompensasi iatas ipekerjaan 

iyang idilakukan iselama imasa ipidana, itetapi ijuga imerupakan iinstrumen ipenting idalam 

imendukung iproses ireintegrasi isosial. iUpah iyang iditerima isebagian idapat idisimpan isebagai 

ibekal isetelah iwarga ibinaan ibebas, isebagaimana idiatur idalam iPasal i28 iayat i2 iUndang-Undang 

iNomor i22 iTahun i2022. iDengan idemikian, isistem iini itidak ihanya imeningkatkan ikesejahteraan 

iselama idi idalam ilembaga ipemasyarakatan, itetapi ijuga imempersiapkan imereka iuntuk ihidup 

imandiri isetelah ikeluar. 

Pembagian iupah iatau ipremi ibagi iwarga ibinaan idiatur ilebih ilanjut idalam iKeputusan 

iMenteri iKehakiman iRepublik iIndonesia iNomor iM.01-PP.02.01 iTahun i1990. iDalam iaturan 

itersebut, iproporsi ipembagian iupah iadalah i50% iuntuk iinsentif ikarya inarapidana, i35% iuntuk 

idana ipenunjang ipembinaan, idan i15% idisetor ike iKantor iKas iNegara. iSistem iini idirancang iuntuk 

imemastikan iadanya ikeseimbangan iantara ipenghargaan iatas ikerja ikeras inarapidana, idukungan 

ipembinaan, idan ikontribusi iterhadap ipenerimaan inegara. 
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Pelaksanaan ihak iatas iupah idiatur isecara iteknis idalam iPeraturan iPemerintah iNomor i32 

iTahun i1999. iPeraturan iini imemberikan ilandasan ihukum iterkait imekanisme ipelaksanaan ihak-

hak iwarga ibinaan, ikhususnya iterkait ikompensasi iatas ikegiatan ikerja iselama imasa ipidana. 

iDengan iadanya iaturan iini, ipelaksanaan ipemberian iupah idapat iberjalan isecara inormatif, iadil, idan 

itransparan. iProgram ipembinaan ikemandirian idi iLembaga iPemasyarakatan iKelas iI idan iIIA 

iBandar iLampung imerupakan istrategi iutama iuntuk imembekali iwarga ibinaan idengan 

iketerampilan ipraktis. iMelalui ipelatihan iterstruktur, iwarga ibinaan ididorong iuntuk 

imengembangkan ipotensi, imeningkatkan ikapasitas iproduktif, idan imembangun isikap 

ikemandirian. iPelatihan iyang idiberikan imeliputi iberbagai ibidang, iseperti ipembuatan icocopeat, 

iproduksi iroti, ipengolahan itempe, imenjahit, idan imenyulam itapis. 

Kegiatan ipembinaan ikemandirian idi iLapas iKelas iI iBandar iLampung, imisalnya, imeliputi 

ipembuatan icocopeat iuntuk iekspor, iproduksi iroti idi iRaja iBakery, idan ipengolahan itempe iyang 

idipasarkan ike irumah imakan isekitar ilapas. iSementara idi iLapas iPerempuan iKelas iIIA iBandar 

iLampung, iwarga ibinaan imendapatkan ipelatihan imenjahit idan imenyulam itapis, iyang ihasilnya 

ibahkan itelah idiakui isecara inasional, iseperti ikebaya ibersulam itapis iyang idikenakan iIbu iNegara 

ipada iacara inasional. 

Pelatihan-pelatihan itersebut itidak ihanya imembekali iwarga ibinaan idengan iketerampilan 

iteknis, itetapi ijuga idengan ipengetahuan imanajemen iproduksi, ipengendalian imutu, 

ipenganggaran ibiaya, idan istrategi ipemasaran. iDengan ibekal iini, idiharapkan iwarga ibinaan idapat 

imenjalani ikehidupan iyang ilebih ibaik idan imandiri isetelah ibebas, iserta imampu ibersaing idi idunia 

ikerja iatau imembuka iusaha isendiri. iSistem ipemberian iupah idi iLapas iKelas iI idan iIIA iBandar 

iLampung idilaksanakan imelalui imekanisme iperjanjian ikerja ikolektif iantara iperwakilan iwarga 

ibinaan, iKepala iKesatuan iPengamanan, idan ipetugas ipembina iteknis. iPenetapan ibesaran iupah 

ididasarkan ipada ijenis ikegiatan, istandar imutu iproduk, iserta ikapasitas ianggaran ilapas. iProses iini 

imemastikan ibahwa inilai iupah iyang idiberikan imemadai isebagai iinsentif idan iberkelanjutan idari 

isisi ifiskal. 

Pemberian iupah iyang iadil idan itransparan iberfungsi isebagai imotivasi iutama ibagi iwarga 

ibinaan iuntuk iaktif imengikuti iprogram ipembinaan. iSelain iitu, isistem iini ijuga imenjadi isarana 

ipenghargaan iatas ikerja ikeras imereka, isehingga idapat imeningkatkan irasa ipercaya idiri, isemangat, 

idan ipartisipasi idalam iberbagai ikegiatan ipositif idi idalam ilembaga ipemasyarakatan. 

Keberhasilan iprogram ipembinaan ikemandirian idan ipemberian iupah idapat idilihat idari 

ikisah isukses imantan iwarga ibinaan iseperti i“Ican”, iyang isetelah ibebas imampu imendirikan iusaha 

iroti isendiri idan imenjadi inarasumber ipelatihan idi iberbagai ilapas. iHal iini imenjadi ibukti ikonkret 

ibahwa ipembinaan iketerampilan ivokasional idan isistem ipemberian iupah iyang ibaik idapat 
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imenghasilkan iindividu iyang imandiri, iproduktif, idan imampu iberkontribusi ipositif idi 

imasyarakat, isekaligus imenekan iangka iresidivisme isecara ioptimal. 

Faktor-Faktor iYang imenghambat idalam ipelaksanaan ipemenuhan ihak iupah iwarga 

ibinaan 

Pelaksanaan ipemberian iupah ikepada iwarga ibinaan idi ilembaga ipemasyarakatan 

imerupakan ibagian ipenting idari iprogram ipembinaan ikemandirian. iNamun, idalam 

iimplementasinya, iterdapat isejumlah ifaktor ipenghambat iyang imempengaruhi iefektivitas idan 

ikelancaran iproses itersebut. iHambatan-hambatan iini idapat ibersifat istruktural imaupun 

ioperasional, imulai idari ikurangnya iminat iwarga ibinaan iuntuk iikut iserta idalam iprogram, 

iketerbatasan isarana idan iprasarana, ihingga iminimnya ianggaran idan ipelatihan iberkala. iSemua 

ifaktor iini isecara ilangsung imaupun itidak ilangsung iberdampak ipada ipemenuhan ihak iupah iwarga 

ibinaan. 

Menurut iElizama iGori, iefektivitas ipelaksanaan ipembinaan idi iLembaga iPemasyarakatan 

iKelas iI iBandar iLampung isangat idipengaruhi ioleh iketerbatasan isarana idan iprasarana iserta 

ikurangnya itenaga iahli iyang isesuai idengan ikebutuhan iprogram. iKondisi iinfrastruktur iyang 

ibelum ioptimal, iseperti iruang ipelatihan iyang isempit, iperalatan ikerja iyang iusang, idan 

iketerbatasan ibahan ibaku, imenjadi ikendala iutama idalam imewujudkan ikegiatan ipembinaan iyang 

iberkelanjutan. iSelain iitu, iminimnya ijumlah iinstruktur ikompeten ijuga imembatasi ivariasi imateri 

ipelatihan isehingga imengurangi idaya itarik iprogram ibagi iwarga ibinaan. 

Keberhasilan ipemenuhan ihak iupah itidak ihanya ibergantung ipada isistem iadministrasi iyang 

ibaik, itetapi ijuga iketerlibatan iaktif idari iseluruh iunsur, ibaik iinternal imaupun ieksternal ilembaga 

ipemasyarakatan. iFaktor-faktor ipenghambat iseperti irendahnya ipartisipasi iwarga ibinaan, 

iketerbatasan ifasilitas, ikurangnya itenaga iahli, idan iminimnya ianggaran ipelatihan idapat isecara 

isignifikan imelemahkan iefektivitas iprogram. iHal iini ibahkan ibisa imenghambat ipencapaian 

itujuan iutama isistem ipemasyarakatan, iyaitu irehabilitasi idan ireintegrasi isosial. 

Soerjono iSoekanto imenyebutkan ibahwa iefektivitas ipenegakan ihukum idipengaruhi ioleh 

ilima ifaktor iutama: ihukum, ipenegak ihukum, isarana/prasarana, imasyarakat, idan ibudaya ihukum. 

iDalam ikonteks ipemasyarakatan iIndonesia, ikelima ifaktor iini isaling iterkait idan isering imenjadi 

ipenghambat idalam imemenuhi ihak iupah iwarga ibinaan. iMisalnya, idari isisi ihukum, imeskipun 

iregulasi itelah imengamanatkan iprinsip ikeadilan idan ipenghargaan iatas iproduktivitas, 

iimplementasinya idi ilapangan isering ikali itumpang itindih idan ikurang ijelas, iterutama iterkait 

imekanisme ipemberian iupah. 

Faktor ipenegak ihukum ijuga isangat iberperan. iAparat ipemasyarakatan ibertanggung ijawab 

imemastikan ihak iupah iwarga ibinaan iterpenuhi isesuai iketentuan iperundang-undangan. iNamun, 
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ikekurangan ipersonel ipembinaan iyang ikompeten, ibaik isecara ikuantitas imaupun ikualitas, 

iseringkali imenjadi ikendala. iHal iini itidak ihanya imenunda idistribusi iupah, itetapi ijuga 

imelemahkan ifungsi irehabilitatif idari ipekerjaan iproduktif iyang idijalankan iwarga ibinaan. iSarana 

idan iprasarana iyang itidak imemadai imenjadi ihambatan imendasar iberikutnya. iRuang ikerja iyang 

iterbatas, iperalatan iyang iusang, idan istok ibahan ibaku iyang itidak imencukupi imembuat ijumlah 

iwarga ibinaan iyang idapat imengikuti ipelatihan imenjadi isangat ikecil. iInfrastruktur ipendukung 

iyang ikurang ilayak, iseperti ipencahayaan iyang iburuk idan isuplai ilistrik iyang itidak istabil, ijuga 

imenurunkan ikenyamanan iserta iproduktivitas ikerja iwarga ibinaan. 

Keterbatasan ianggaran imenjadi iakar imasalah ilain iyang itidak ikalah ipenting. iSumber 

ipendanaan iutama iberasal idari iPenerimaan iNegara iBukan iPajak i(PNBP), iAPBN, idan 

isumbangan ipihak iketiga. iNamun, ivolatilitas ipendapatan idan iketerbatasan ikapasitas iproduksi 

isering imenyebabkan iPNBP itidak imampu imemberikan ikontribusi istabil. iAkibatnya, iterjadi 

ipemangkasan iatau ipenundaan ipembayaran iinsentif iupah, iyang iberdampak ilangsung ipada 

imotivasi ikerja idan ikeberhasilan irehabilitasi isosial iwarga ibinaan. 

Selain ifaktor iinternal, iketerlibatan imasyarakat isebagai ipihak iketiga ijuga isangat ipenting. 

iNamun, irendahnya ipartisipasi imasyarakat idan ilembaga iswadaya imasyarakat imenjadi ihambatan 

itersendiri. iKemitraan idengan ipihak iketiga, iseperti ipenyedia ibahan ibaku, ilembaga ipelatihan, idan 

ipasar ikerja, isering iterhambat ioleh imasalah ijadwal, iketerlambatan ipasokan, idan ikerumitan 

iadministratif, isehingga imengganggu iproses ipembinaan idan ipenyaluran iupah. 

Kurangnya idukungan ieksternal ijuga imemperkuat istigma inegatif iterhadap inarapidana idi 

imasyarakat. iTanpa iadanya ikolaborasi idengan ipihak iluar, ibaik ipemerintah, iswasta, imaupun 

iLSM, inarasi ikeliru itentang inarapidana isemakin isulit idikoreksi. iPadahal, ikehadiran ipihak 

ieksternal idapat imembuka ipeluang ikolaborasi, iedukasi, idan ipelatihan iyang imeningkatkan inilai 

ijual iproduk ihasil ikarya iwarga ibinaan iserta imemperlancar idistribusi iupah. 

Faktor ibudaya idi ikalangan iwarga ibinaan ijuga itidak ikalah ipenting. iRendahnya ipartisipasi 

iaktif iwarga ibinaan idalam iprogram ipembinaan ikemandirian iseringkali imenjadi ihambatan iutama. 

iSikap iapatis, ikurangnya imotivasi, iserta iminimnya ikepercayaan idiri iuntuk imengikuti ipelatihan 

iatau ibekerja iproduktif iharus idiatasi imelalui ipendekatan iyang ilebih ihumanis idan iedukatif, iagar 

itujuan iutama ipemasyarakatan, iyakni ireintegrasi isosial, idapat itercapai isecara ioptimal. iUpaya 

ipemenuhan ihak iupah iwarga ibinaan imembutuhkan isolusi iyang ikomprehensif idan ikolaboratif, 

imelibatkan iperbaikan iregulasi, ipeningkatan ikapasitas ipetugas, ipenguatan isarana idan iprasarana, 

ioptimalisasi ianggaran, iserta isinergi idengan imasyarakat idan ipihak ieksternal. iHanya idengan icara 

iinilah iefektivitas ipembinaan ikemandirian idan ipemenuhan ihak iupah iwarga ibinaan idapat ibenar-

benar iterwujud.  
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5. KESIMPULAN iDAN iSARAN 

Pelaksanaan ihak iupah ibagi iwarga ibinaan idi iLembaga iPemasyarakatan iKelas iI idan iIIA 

iBandar iLampung itelah iberjalan isesuai idengan iregulasi iyang iberlaku, idengan imekanisme iyang 

itransparan imulai idari iperundingan iperjanjian ikerja ibersama ihingga ipenyaluran itabungan. 

iProgram ipembinaan ikemandirian iyang imeliputi iproduksi iroti, ikerajinan itapis, ipembuatan 

icocopeat, idan ipengolahan itempe iterbukti iefektif idalam imeningkatkan iketerampilan idan 

imotivasi iwarga ibinaan. iMeski idemikian, iterdapat ihambatan iadministratif iyang imenyebabkan 

iketerlambatan ipenyaluran iupah iserta itantangan idalam isarana idan iprasarana iyang ibelum 

isepenuhnya imemadai. 

Faktor ipendukung ipelaksanaan ihak iupah imeliputi iregulasi iyang ijelas, iprofesionalisme 

ipetugas, idan isistem ipembukuan iyang iterintegrasi, isementara ifaktor ipenghambat iantara ilain 

ibeban ikerja ipetugas iyang itinggi, iketerbatasan ifasilitas iproduksi, idan istigma isosial iterhadap 

imantan inarapidana. iKerja isama idengan isektor iswasta idan ilembaga ipelatihan imenjadi ikunci 

ikeberlanjutan iprogram, imeskipun icakupannya imasih iperlu idiperluas. iDukungan ikeluarga idan 

imasyarakat imulai imeningkat, inamun ireintegrasi isosial imasih imenghadapi itantangan istigma 

iyang ikuat. 

Untuk imeningkatkan iefektivitas ipelaksanaan ihak iupah idan ipembinaan ikemandirian, 

iLembaga iPemasyarakatan idisarankan imenambah ijumlah ipetugas idan imemperbaiki ifasilitas 

iproduksi iserta imengadopsi idigitalisasi ipembukuan. iPemerintah iperlu imeninjau ikembali 

iregulasi iteknis iterkait ihak iupah idan imemperkuat ialokasi idana ipenunjang ipembinaan, isekaligus 

imendorong ikemitraan idengan isektor iswasta idan ilembaga ipelatihan. iMasyarakat idan ipelaku 

iusaha ijuga idiharapkan iaktif imengurangi istigma ieks-narapidana imelalui iedukasi ipublik iserta 

imembuka iakses ipasar idan imodal imikro ibagi imantan iwarga ibinaan iagar ireintegrasi isosial idapat 

iberjalan ilebih ilancar. 

 

UCAPAN iTERIMA iKASIH i 

Peneliti imengucapkan iterima ikasih iyang isebesar-besarnya ikepada ipara idosen idi iFakultas 

iHukum iUniversitas iLampung iyang itelah imemberikan ibimbingan, iarahan, idan idukungan iselama 

iproses ipenelitian iini. iArahan idan imasukkan iyang idiberikan itidak ihanya imemperkaya iwawasan 

ipeneliti, itetapi ijuga imembantu ipeneliti iuntuk imengidentifikasi iisu-isu ipenting iserta 

imerumuskan ianalisis iyang imendalam iterkait iAnalisis iEfektifitas iPenerapan iHak iUpah iBagi 

iWarga iBinaan iDalam iProgram iPembinaan iKemandirian iDi iLapas iKelas iI iDan iIIA iBandar 

iLampung 
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Dukungan idan idedikasi idari ipara idosen imenjadi imotivasi iyang isangat iberarti ibagi ipeneliti 

idalam imenyelesaikan ipenelitian iini. iSemoga ihasil ipenelitian iini idapat imemberikan ikontribusi 

iyang ibermanfaat ibagi ipengembangan iilmu ihukum idan ipraktik i-Pembinaan iNarapidana idi 

iIndonesia. 
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